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ABSTRAK 

 Lembaga survei merupakan implikasi dari adanya pasal 1 angka 9 PKPU 
2013 yang mengatur mengenai survei. Salah satu tujuan dari adanya lembaga survei 
adalah melakukan survei terkait dengan elektabilitas para pasangan calon dalam 
pemilihan umum. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei ini kebanyakan akan 
dipublikasikan melalui penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, 
kebanyakan televisi, dikarenakan kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai 
perkembangan peta politik yang terjadi di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan 
oleh lembaga survei tentunya dapat dimanipulasi oleh lembaga survei. Terkait dengan 
hal ini, maka publlikasi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran akan bermuatan tidak 
benar atau bohong sebagaimana diatur dalam pasal 57 UU Penyiaran. Dikarenakan 
penyiaran berisi bohong merupakan suatu perbuatan pidana, maka tentunya akan 
menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban bagi lembaga 
penyiaran tentunya akan berbeda dari yang lainnya karena lembaga penyiaran 
merupakan salah satu dari pers. Pertanggungjawaban bagi pers terdapat 2 sistem 
yakni system bertangga dan system air terjun. 

Kata Kunci : Lembaga survei, siaran hitung cepat, berita bohong, 

pertanggungjawaban pidana. 
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ABSTRACT 

 Survey institution is an implication of the article 1 point 9 PKPU 2013 that 
regulates the survey. The purpose of the survey institute is to do a survey about the 
electability of the candidates in the general election. A survey conducted by this 
survey institution mostly will be published through broadcasting carried out by the 
broadcasters institution, mostly television, because the public needs information 
about the development of the political map in Indonesia. The results of the survey 
conducted by survey institute certainly can be manipulated by themselves. In this 
regard, the publication conducted by the broadcasters wold be charged not true or 
false as stipulated in article 57 UU Penyiaran. Due to broadcasting contains a lie is a 
criminal act , then it will certainly lead to criminal responsibility. The responsibility 
for the broadcasters would have been different from others because broadcasters is on 
of the press. There are 2 system of criminal responsibility for the press, first is stair 
system and the second is waterfall system 
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